
PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANITARA X
NOMOR: XX-IDKDl17.002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA X NOMOR : XX-|DKO|17.A01

TENTAI.IG PEDOMAII UMUM PENGADAAN BARANG DAl.l JASA
PT PERKEBUNAN NUSAT,ITARA X

MENGINGAT a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Negara Republik lndonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lll, tanggal 17

September 2014 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 218), telah terbentuk Perusahaan lnduk di bidang
perkebunan dengan PT Perkebunan Nusantara lll (Persero)

sebagai induk perusahaan yang memiliki 90% (sembilan puluh
persen) saham masing-masing pada PT Perkebunan Nusantara
l,ll,lV s.d XIV;

b. bahwa PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) sebagai
Perusahaan lnduk dan PT Perkebunan Nusantara l, ll, lV s.d XIV

sebagai Anak Perusahaan perlu meiakukan Pengadaan Barang
dan Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak
kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian;

c. bahwa demi terwujudnya Pengadaan Barang dan iasa Anak
Perusahaan PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) sebagaimana
dimaksud ketentuan diatas, diperlukan pedoman pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung kebutuhan bisnis
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,
kompetisi, transparansi, keadilan dan kewajaran serta akuntabiiitas;

d. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan
Nusantara lll (Persero) tanggal 03 Pebruari 2016, pemegang

Saham Seri A pada Ariak Perusahaaii PT Perkebunan Nusantara
lll (Persero) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan
umum dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan,
Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan
dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber
Daya Manusia;

e. bahwa PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) telah menetapkan
Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara (Persero) No.

3.00/PERi41/2Arc tanggal 30 Agustus 2016 tentang Fedoman

Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara lll
(Persero) dan PT Perkebunan Nusantara l, ll, lV s/d XlV.

f. bahwa PT Perkebunan Nusantara !!! (Persero) telah menetapkan
Peraturan Direksi No : 3.00/PER15612016 tentang perubahan

pertama atas peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara lll
(Persero) Nomor : 3.00iPERl4112016 tentang Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara lll
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MENIMBANG

(Persero) dan PT Perkebunan Nusantara l,ll,lV s/d XIV
g. bahwa PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) telah menetapkan

Peraturan Direksi No : 3.00/PER/86/2017 tentang perubahan kedua
atas peraturan Direhsi PT Perltebunan Nusantara lll (Persero)
Nomor : 3.00/PERl4112016 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) dan PT
Perkebunan Nusantara l,ll,lV s/d Xl\r

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003
tentanq Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nonror a297);

b, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20O7 Nornor 106, Ternbahsn Lemberen Negera Nomor
4756);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1996
tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Peleburan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan lll, Perusahaan Perseroan
(Pcrselo)PT Perkebunarr lV, tian Pelusahaarr Pelseroarr (Pelselo)
PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan Nusantara lll (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1996 Nornor 14);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

e. Peraturan Pemerintah Repubiik lndonesia Nomor 72 Tahun 2014
tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik lndonesia ke dalam Modal Saham
Pcrusahaan Pcrscroan {Perscro) PT Pcrkcbunan Nusantara lll
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 218);

f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
051M8t.112008 tentang Pedoman llmum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Miiik Negara Nomor PER-
15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan
Usaha Milik Negara.

g. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-
586/MBLI/1012014 tanggal 01 Oktoher 2Q14 tentang Persetujuan
Penerimaan Pengalihan Saham, sebagaimana termaktub dalam
Akta Perkebunan Nusantara lll (Persero) Nomor 20, tanggal 7
Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz lwan, S.H.,
M.Kn., Notaris diJakarta Selatan;
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h. Akta Pendirian Perusahaan (Persero) PT Perkebunan Nusantara iil
Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Notaris Harun
Kamil, S.H berkedudukan di Jakarta dan terakhir kali diubah
dengan Akta Pemyataan Keputusan fulenteri Badan Usaha Milik
Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara lll Nomor SK-
98/MBU/05QA16 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT
Perkebunan Nusantara lll Nomor 1 tanggal 1 Juni2016 yang dibuat
oleh Notaris Nanda Fauz lwan S.H.. M.Kn. berkedudukan di
Jakarta Selatan;

i. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan ru*usantara l,ll,iV sid
XIV tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz
lwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota AdministrasiJakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERUBAI{A].I PERTAMA ATAS PERATURA].I DIREKSI PT
PERKEBUl,lAl,l NUSANTARA X, NOtrilOR : XX-lDXOtli.O01
TENTAT.IG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PERKEBUNAITT NUSATITARA X

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor XX-
IDKD/I7.001 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 60 dan angka 61 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Definisi

60. Perkiraan Harga (PH) untuk Pengadaan Barang adalah harga perkiraan (estimasi)
dari perkiraan tariflharga yang berfiuktuasi sesuai harga pasar sebagai salah satu
sumber penyusunan Harga Perkiran Sendiri, yang disusun oleh Divisi atau
Bagian/Biro atau UniUKebun Pengguna Barang.

61. Perkiraan Harga (PH) untuk Pengadaan Jasa adaiah dokumen perhitungan harga
yang dikalkulasikan dengan menggunakan tarif standar yang berlaku sesuai dengan
objek pekerjaan atau tuntunan keahlian yang dipersyaratkan, atau sesuai dengan
objek pekerjaan atau tuntunan keahlian yang dipersyaratkan, atau se-quai harga/tarif
upah yang berlaku dipasar sebagai salah satu sumber penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri, yang disusun oleh Divisiatau BagianlBiro Pengguna Jasa.
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyisebagai berikut:

Pasal 3
Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup Peraturan Direksi ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa
yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaanya berasal dari anggaran

Perusahaan atau anggaran pihak lain, termasuk yang dibiayai dari pinjamanlhibah

luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah.
(2) Pengadaan Barang berupa tanah dan bahan baku utama yang digunakan untuk

memenuhi kapasitas olah pabrik (tebu dan sebagainya) dan pengadaan Barang
dan Jasa untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan program

corporate social responssibility (CSR), dikecualikan dari Peraturan Direksi ini tetap
berpedoman pada peraturan di masing-masing Perusahaan.

(3) Pedoman initidak berlaku untuk pengadaan barang{asa yang menggunakan dana

langsung dariAPBN / APBD, baik sebagian atau seluruhnya

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyisebagai berikut :

Pasal 22
Batasan Pengadaa n Barang/Pekerf aan Konstru ksl/Jasa La ln nya

(1) Divisi Umum
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk kebutuhan umum dan Alat Tulis Kantor
(ATK) Kantor PusaUUnit Usaha dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
(2\ Unit Usaha

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bersifat eksploitasi untuk kebutuhan Unit

Usaha dengan nilai sampaidengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)
per bulan.

(3) Batasan nilai untuk Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak
termasuk :

a. Pengadaan pupuk kandang dari petani perorangan;

b. Pengadaan konsumsi;
c. Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk operasionalyang dibelidiSPBU;
d. Pengadaan bahan baku konsumsi bagi UniUKebun yang bergerak atau

mempunyai kegiatan usaha di bidang agro wisata/cafeirestoran.
(4) Panitia Pengadaan/Panitia Pengadaan Ad HoclDivisi Pengadaan Barang & Jasa

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk kebutuhan Kantor

PusaUUnit Usaha yang bukan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) Pasat ini.
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4. Ketentuan ayat (4)Pasal41 diubah, sehingga pasal4l ayat(4) berbunyi :

Pasal 41

Pe nandata ngana n Pu rchase Order /SP MK /Su rat Peria ni ian

(1) Penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang kompleks dan/atau bernilai diatas

Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dilakukan setelah memperoleh

pendapat ahli hukum kontrak.
(2) Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan

Barang lPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi atas nama

Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa

Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi adalah Direksi yang disebutkan namanya

dalam akta pendirian/anggaran dasar Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan

Konstru ksi/Penyed ia Jasa La innya/Penyed ia Jasa Konsulta nsi.

(3) Penerima Kuasa untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal

ini haruslah yang mempunyai jabatan struktural (termasuk kepala cabang) pada

Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa

LainnyaiPenyedia Jasa Konsultansidanlatau namanya tercantum dalam Anggaran

Dasar Perusahaan.
(4) Pihak yang berwenang menandatangani SPMI( KontraU Purchase Order (PO)

diatur sebagai berikut:
a. General hlanager, untuk pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya

dilakukan oleh Unit Usaha;
b. Kepala Divisi Umum, untuk pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan umum

dan alat tulis kantor (ATK) Kantor PusaUUnit Usaha dengan nilai pengadaan

sampaidengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

c. Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pengadaan dengan nilai

PO/Kontrak sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta

Rupiah).
d. Direktur Komersil untuk pengadaan barang dan jasa dengan PO/Kontrak di

atas Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan

Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)

e. Direktur Utama untuk pengadaan barang dan jasa dengan PO/Kontrak di atas

Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)

5. Menyisipkan 1 (satu) Bagian diantara BAB Vlll Bagian ke Enambelas dan Bab lX Bagian

Pertama yaitu Bagian Ke Tujuhbelas yaitu Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Tuiuh Belas
Kewenangan Melakukan Pembayaran

Pasal 41A

pihak yang berwenang melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa diatur

sebagaiberikut:

5
Jujur, Tulus, Ikhlas



(1) Bagian Keuangan dan Umum untuk pengadaan barang dan lasa yang dilakukan di
Unit Usaha.

(2) Divisi Keuangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi
Penga'Jaari Bararrg tjan Jasa

Pasal 65

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Padatanggal : J September2017

NAN NUSANTARA X
?lrt

Direktur Utama

\"rdptpn
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(1) Bagian Keuangan dan Umum untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di

Unit Usaha.
(2) Divisi Keuangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi

Pengadaari Barung dan Jasa

Pasal 65

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : f September 2017

NAN NUSANTARA X

{

Direktur Utama

t
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